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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya 

dapat diambil kesimpulan, bahwa : 

1. Penguasaan harta waris Ibu Binti ini didasarkan atas kesulitanya 

membagikan harta warisan yang merupakan ladang usaha untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari dan juga rumah yang satu-satunya sebagai 

tempat tinggal. Kemudian Ibu Binti juga telah banyak berjasa atas 

kehidupan dayat karena pada saat Dayat masih balita hingga dewasa, dayat 

yang mengasuh, merawat dan mendidiknya adalah Ibu Binti padahal secara 

hukum Ibu binti seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk merawatnya 

2. Kasus  penguasaan harta waris oleh Ibu tiri  tersebut   boleh dikuasai Ibu 

tirinya karena untuk tujuan kebaikan Ibu Binti dan anak-anaknya dan juga 

terdapat hadis nabi yang mengatakan bahwa harta anak adalah bagian harta 

orang tuanya juga, kemudian ketika tidak sesuai dengan ketentuan umum 

di dalam KHI pada pasal 183 bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan 

perdamaian dalam pembagian harta warisan,  sehingga dalam kontek ini 

dayat harus rela dan mengikhlaskan harta warisnya yang dikuasai oleh Ibu 

Tirinya 
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B. Saran-Saran 

Di bawah ini beberapa masukan ataupun saran yang dapat penulis 

rekomendasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam kasus 

tidak didapatkannya bagian hak sebagai ahli waris, yaitu: 

1. Bagi umat Islam hendaklah dalam melakukan pembagian harta warisan 

harus berdasarkan ketentuan hukum Islam (al-Qur’an dan al-Hadis), 

sehingga tidak lagi terdapat permasalahan-permasalahan warisan yang 

timbul dikehidupan masyarakat. 

2. Bagi masyarakat Kelurahan Pegirian khususnya hendaklah melakukan 

pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Akan tetapi jika 

mereka tetap mengikuti kebiasaannya, hendaklah dalam musyawarah 

mendatangkan tokoh Agama, sehingga hasil kesepakatan sesuai dengan 

ketentuan Hukum Islam. 

 


